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ABSTRAK
Susan Trina : Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan karaoke

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Pembimbing : Rini Sarianti, SE, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang dan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang yang beralamat di jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kec.
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah
data primer dari wawancara dengan Kasubid Bapenda Kota Padang dan data
sekunder dari jurnal dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem
pemungutan pajak hiburan karaoke dilakukan dengan Self Assessment System dan
proses pemungutan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
Namun diketahui juga bahwa ada beberapa objek pajak hiburan karaoke yang tidak
membayar pajaknya sebesar tarif 75% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke, Tarif 75%, Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus-menerus
melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berlangsung
secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, baik material maupun spiritual. Otonomi daerah yang secara resmi
mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah
untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai
pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok pemerintahan
daerah. Penarikan pajak di suatu Daerah disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000, dan sesuai dengan Undang-undang tersebut maka
Kabupaten atau Kota diperbolehkan untuk menarik pajak daerah.

Menurut Yuli (2019), Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibedakan
menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai rumah tangga
negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut melalui
(Dispensa) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah

dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



Berdasarkan Peraturan Daerah No. | Tahun 2024 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, ada beberapa pajak yang dapat memberikan kontribusi
terhadap pendapatan daerah yaitu, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak
hiburan. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi dalam hal
pemasukan keuangan daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak
atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan,
permainan ketangkasan, keramaian, dan segala bentuk tontonan atau hiburan
yang dikenakan biaya kepada setiap individu.

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 pasal 23 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, Objek pajak hiburan ialah jasa yang digunakan dalam
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang termasuk objek pajak
hiburan yaitu, menonton, menyediakan seni, musik, tari, fashion, kontes
kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran diskotik, karaoke, kelab malam,
sirkus, akrobat, sulap, permainan biliar, golf, dan bowling. Salah satu hiburan
yang digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu karaoke. Hal ini dikarenakan
bahwa di Indonesia, khususnya di Kota Padang, industri hiburan karaoke
sedang bertumbuh dengan cepatnya.

Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
adalah peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak hiburan di Kota
Padang. Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 menetapkan
ketentuan mengenai objek pajak hiburan, subjek pajak, tarif pajak, tata cara
pemungutan, pembayaran, serta sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban

pajak. Menurut peraturan daerah Kota Padang No 4 tahun 2011 tentang pajak



hiburan, Besarnya tarif pajak hiburan yang dikenakan untuk masing-masing
objek pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Pajak Hiburan Kota Padang

No Objek Tarif
a. | Tontonan Film 10%
b. | Pergelaran musik, tari dan busana 20%
c. | Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 35%
d. | Pameran 10%
e. | Diskotek, Karaoke, klab malam, music room, cafe music | 75%

dan sejenisnya
f. Sirkus, akrobat dan sulap 10%
g. | Permainan billyard 20%
Golf dan bowling 25%
h. | Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 20%
Pacuan kuda 10%
i. | Mandi uap/spa 35%
Panti pijat dan refleksi 10%
Pusat kebugaran (fitness centre) 15%
Pertandingan olahraga 10%

Sumber : peraturan daerah Kota Padang No 4 tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang
pajak hiburan, maka dapat kita lihat bahwasannya pajak hiburan karoke yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang adalah sebesar 75% sesuai
dengan pesanan konsumen, akan tetapi masih banyak tempat hiburan karaoke
yang tidak membayar pajak hiburan karaoke sesuai dengan tarif yang telah di
tetapkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan dilapangan bahwa sebagian
pemilik usaha karaoke yang merupakan wajib pajak hiburan tidak mengenakan
biaya sewa karaoke kepada konsumen, melainkan menggunakan sistem
pembelian paket. Yang mana dalam sistem ini, konsumen dapat membeli paket
makanan dan minuman dengan harga yang telah ditetapkan atau dipesan

sebelumnya. Oleh karena itu, wajib pajak hiburan karaoke hanya memungut



pajak 10% kepada konsumen sesuai tarif pajak restoran terhadap makan atau
minum yang telah dipesan. Sedangkan tarif pajak hiburan karaoke yang
ditetapkan di Kota Padang adalah 75%. Adapun data jumlah hiburan karaoke
yang membayar pajak sesuai tarif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Hiburan Karaoke yang membayar Pajak sesuai

tarif 75% dan yang membayar tidak sesuai tarif yaitu 10%

Tahun Jumlah Wajib Pajak Jumlah Tempat Jumlah Objek
Hiburan Karaoke Hiburan Karaoke Pajak Hiburan
yang Membayar yang Membayar
Pajak sesuai tarif Pajak Restoran
75% dengan tarif 10%
2019 16 12 4
2020 13 9 4
2021 13 7 6
2022 13 5 8
2023 13 4 9

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada tabel 1 tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah Objek pajak hiburan
karaoke yang membayar sesuai tarif yaitu 75%, pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Namun,
berbeda dengan jumlah Objek Pajak Hiburan Karaoke yang membayar tidak
sesuai tarif yaitu 10%, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang selama 5
tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selama 5 (lima) tahun ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang kesulitan
dalam memperkirakan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak, karena
omset yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak pasti. Pada saat ini tingkat
kepatuhan wajib pajak hiburan karaoke yang ada di Kota Padang relatif naik
turun. Hal ini dapat dibuktikan dengan data target dan realisasi penerimaan

pajak hiburan karaoke yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota



Padang. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke di Kota
Padang tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

NO | Tahun Target Realisasi Presentase
1 2019 1.285.000.000.- 852.524.284.- 66.34%
2 2020 650.000.000.- 763.268.104.- 117.43%
3 2021 2.000.000.000.- 543.252.147.- 22.17%
4 2022 600.000.000.- 608.518.275.- 101.42%
5 2023 600.000.000.- 804.089.642.- 134.01%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2024)

Berdasarkan tabel 2, data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah
Kota Padang, dapat terlihat bahwa target penerimaan pajak hiburan karaoke
pada tahun 2019-2023 terus diturunkan, namun pada tahun 2020 terjadi
penurunan target dikarenakan adanya pendemi COVID-19. Akan tetapi pada
tahun 2021 target penerimaan pajak hiburan karaoke kembali ditingkatkan,
tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan karaokenya belum mencapai target
yang telah ditetapkan dikarenakan masih terdampak pandemi COVID-19. Pada
tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke sudah

mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa wajib pajak hiburan karaoke
yang tidak memungut pajak kepada konsumen, karena konsumen sangat
keberatan dengan tarif pajak tersebut. Akan tetapi, wajib pajak harus tetap
melaporkan pajaknya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai

dengan tarif yaitu sebesar 75% dengan ditanggung oleh owner sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penulisan tugas akhir dengan judul "Tinjauan Pelaksanaan



Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah

Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan
tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebagian tempat hiburan
karaoke di Kota Padang tidak membayar pajak hiburan sesuai dengan
tarif yang telah ditetapkan?

3. Bagaimana dampak dari penerapan sistem pembelian paket di tempat

hiburan karaoke terhadap pendapatan pajak hiburan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

I. Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif
75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian tempat
hiburan karaoke di Kota Padang tidak membayar pajak hiburan sesuai
dengan tarif yang telah ditetapkan.

3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan sistem pembelian paket di
tempat hiburan karaoke terhadap pendapatan pajak hiburan di Kota

Padang?



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pembaca
Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah
pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang, sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dalam memahami Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang.
3. Bagi Universitas Negeri Padang
Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya
mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu
yang menyangkut tentang Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Hiburan Karaoke dengan tarif 75% ada Badan Pendapatan daerah Kota
Padang, sekaligus membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun

dalam dunia kerja.



